
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR Z' rAHUN 20lg
TENTANG

PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor

131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman

Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah

Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 8271;



3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2A1.2 ten

Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta (L,em

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 1

Tambahan L,embaran Negara Republik

Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 ten

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tam

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55

sebagaimana telah diubah terakhir dengan U

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Peru

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 ten

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, U

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pemben

Daerah Istimewa Jogiakarta, Undang-Undang N

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Y
Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Uru

Keistimewaan (Berita Daerah Daerah

Yograkarta Tahun 2018 Nomor 13U;

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG

KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

PEMERINTAH KAEIUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN

4

Menetapkan

8?D



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yograkarta yang selanjutn

disingkat DIY adalah daerah provinsi yang

keistimewaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesa

Republik Indonesia.

2. Keistimewaan adalah keistimewaan ked

hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan

dan hak asal-usul menurut Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 un

mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

3. Urusan Pemerintahan adalah

pemerintahan yang menjadi kewenangan

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemen

negara dan penyelenggara Pemerintahan

untuk melindungi, memberdayakan

menyej ahterakan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebU

Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY

perangkat Daerah sebagai

pemerintahan daerah.

5 Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gu

adalah Kepala Daerah DIY yang karena j
juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

6. Pemerintah KabupatenlKota adalah

Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabu

Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon

Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah

Yogiakarta.

7. Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan

wilayah DtY yang merupakan bagian wilayah

daerah Kabupaten/ Kota.

unsur



8 Kelurahan adalah bagian wilayah

Kapanewonf Kemantren

Kapanewon/Kemantren.

sebagai

I Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

atas gabungan beberapa padukuhan yang

batas-batas wilayah tertentu dan harta

sendiri, berkedudukan langsung di bawah

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubenrur ini yaitu

memberikan pedoman kelembagaan Pemerin

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan

melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan

memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli

DTY.

BAB II

PEDOMAN KELEMBAGAAN

PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

( 1) Pemerintah Kabupaten / Kota menyelaraskan:

a. tugas dan fungsi koordinator perencanaan

pengendalian urusan Keistimewaan; dan

b. nomenklatur serta tugas dan fungsi

daerah dalam melaksanakan penugasan se

urusan Keistimewaan.

(21 Penyelarasan tugas dan fungsi koordina

perencanaan dan pengendalian urusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dilakukan dengan menambah tugas dan

koordinator perencanaan dan pengendalian uru



Keistimewaan pada perangkat daerah yang mem

fungsi perencanaan dan pengendalian.

(3) Penyelarasan nomenkliatur perangkat

sebagaimana dimaksud pada ayat t1)

dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur
pada:

a. Dinas Kebudayaan {Kundtw Kabtdagan); dan
b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kund?n

Mandala Sqrta Tata Saso:nal.

(41 Penyelarasan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dinas Kebudayaan (Kurdlw. Kabudagan)

dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan
menyinkronkan tugas dan fungsi pada

Kebudayaan g{urdha. Kabudag an) DIY .

(5) Penyelarasan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (I{tmdha

Mandala Sarta Tata Sasanal sebagaimana

pad.a ayat (3) huruf b dilakukan dengan

tugas dan fungsi pelaksanaan penugasan

Keistimewaan.

Bagran Kedua

Kapanewon/Kemantren

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

ssfoagan urusan Keistimewaan

Kapanewon/Kemantren dengan mencan

nomenklatur lokal yang meliputi:

a. Kapanewon untuk Kecamatan di

Kabupaten; dan

b. Kemantren untuk Kecamatan di wilayah Kota.

(21 Kapanewon/Kemantren sebagaimana dimaksud

ayat (1) dipimpin oleh:

a. Panewu, untuk wilayah Kabupaten; dan

b. Mantri Pamong Praja, untuk wilayah Kota.

huruf r



(3) Panewu dan Mantri Pamong Praja

dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. sesuai dengan ketentuan peraturan

undangan; dan

b. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi

perencanaan dan pengendalian

Keistimewaan di wilayah Kapanewon/Keman

(4) Susunan organisasi Kapanewon/Kemantren

atas:

a. Panewu/Mantri Pamong Praja;

b. Panewu Anom/Mantri Anom yang meru

sebutan dari Sekretaris Kecamatan dibantu

1 Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Keuangan, Aset,

Evaluasi, dan Pelaporan.

Jawatan, terdiri atas:

1. Jawatan Praja yang merupakan sebutan

Seksi Pemerintahan mempunyai

sebagaimana diatur dalam

Bupati/Walikota dan

koordinasi, pemantauan, dan eval

terhadap pelaksanaan urusan

di bidang pertanahan dan tata ruang;

2. Jawatan Keamanan yang meru

sebutan dari Seksi Ketentraman

Ketertiban mempunyai tugas se

diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;

3. Jawatan Kemakrnuran yang meru

sebutan dari Seksi Perekonomian

Pembangunan mempunyai

sebagaimana diatur dalam

Bupati/Walikota;

Jawatan Sosial yang merupakan sebu

dari Seksi Kesejahteraan

mempunyai tugas sebagaimana diatur

Peraturan Bupati/Walikota dan

c

4

koordinasi, pemantauan, dan eval



terhadap pelaksanaan urusan

di bidang kebudayaan,'

5. Jawatan Umum yang merupakan sebu

dari Seksi Pelayanan Umum

tugas sebagaimana diatur dalam

Bupati/Walikota.

(5) Jawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) h

angka 1 sampai dengan angka 5 dipimpin oleh

Jawatan.

Bagian Ketiga

Kelura-l.an

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan

tingkat Kelurahan wilayah Kota Yograkarta

Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Lurah.

(2\ Dalam melaksanakan sebagian urusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka

Kelurahan dita.mbahkan tugas dan fungsi

Keistimewaan.

(3) Thgas dan fungsi urusan Keistimewaan se

dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:

a. kebudayaan;

b. pertanahan; dan

c. tata ruang.

BAB III

PEDOMAN KELEMBAGAAN DI KALURAHAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan

Kalurahan wilayah Kabupaten dilaksanakan

Kalurahan.



{21 Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atas:

a. Lurah; dan

b. Pamong Kalurahan.

(3) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada

(2) huruf b terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Pelaksana teknis; dan

c. Pelaksanakewilayahan.

(4) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada

(21 huruf b berkedudukan sebagai unsur pemban

Lurah.

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

(3) huruf a dipimpin oleh Carik yang meru

sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh

staf Sekretariat.

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (

terdiri atas:

a. paling banyak 3 (tiga) urusan teknis; atau

b. paling sedikit 2 (dua) urusan teknis.

(3) 3 (tiga) urusan teknis sebagaimana dimaksud

ayat {21huruf a terdiri atas:

a. tata laksana, melaksanakan urusan tata u
dan umum, dipimpin Kepala Urusan

Laksana;

b. danarta, melaksanakan urusan

dipimpin Kepala Urusan Danarta; dan

c pangnpta, melaksanakan urusan

dipimpin Kepala Urusan Pangripta.

(4) 2 (dua) urusan teknis sebagaimana dimaksud

ayat (21huruf b terdiri atas:

tata laksana sarta pangripta, melaksakan

umum dan perencanaan, dipimpin Kepala Uru

Tata la.ksana sarta Pangripta; dan

a



danarta, melaksanakan urusan

dipimpin Kepala Urusan Danarta.

Pasal B

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam

6 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu

sebagai pelaksana tugas operasional.

(21 Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (

terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Keamanan yang merupakan sebutan dari

Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya;

b. Kemakmuran yang merupakan sebutan dari

Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu; dan

c. Sosial yang merupakan sebutan dari

Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.

Pasal 9

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud

Pasal 6 ayat {3) huruf c merupakan unsur pemban

Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.

{21 Satuan tugas kewilayahan sebagaimana

pada ayat {1) disebut Padukuhan, yang dipimpin

Dukuh.

Pasal 10

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur

Peraturan Bupati dan melaksanakan uru
Keistimewaan.

{21 Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (

mempunyai tugas sebagaimana diatur

Peraturan Bupati dan melaksanakan penatau

berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 a

(2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana

dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan uru

Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.

b

t3)

l*

I



(4) Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
(2) huruf b mempunyai tugas sebagaimana

dalam Peraturan Bupati dan melaksanaan

Keistimewaan bidang kebudayaan.

(5) Kamituwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

{2) huruf c mempunyai tugas sebagaimana

dalam Peraturan Bupati.

(6) Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

mempunyai tugas:

a. membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya

wilayahnya; dan

b. membantu Lurah dalam melakukan:

1. pemantauan penggunaan dan pemanfaa

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

2. pemantauan pemanfaatan tata ruang

Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan

3. ikut melestarikan kebudayaan di

masing-masing.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 10 merupakan bagran dari

Pemerintahan Kalurahan.

(2) Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud

ayat (1) diselenggarakan dengan mem

kewenangan asal-usul Kalurahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

Pemerintahan Kalurahan diatur dengan Pera

Gubernur tersendiri.



BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penyebutan nomenklatur Kapanewon/Kemantren

Kalurahan dalam:

a. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

b. administrasi pertanahan,

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

undangan.

Pasal 13

Penyebutan nomenklatur lokal berdasarkan

Gubernur ini digunakan dalam tata naskah dinas

administrasi kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten/Kota harus

ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lamba

(enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkarr

Peraturan Gubernur

diundangkan.

Pasal 15

ini mulai berlaku pada



Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Gubernur ini
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah I

Yoryakarta.

Ditetapkan di Yograkarta

padatanggal qe?RtLTOg

r)

GUBERNUR

ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GKU BUWONO X

Itr
A

*

-a

*

Diundangkan di Yoryakarta

pada tanggal rt R?R tLaOV

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH A YOGYAKARTA,

SH'I'DA
SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 20 I1 NO R2'



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2V rAtrUN TOlg

TENTANG

PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN

I. UMUM

Daerah Istimewa Yoryakarta (DIY) merupakan daerah provinsi

terdiri atas Kota. Yograkarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Ban

Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Dalam Pasa1

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Ot2 tentang Keistimew

DIY disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yoryakarta mempunyai ben

dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa

pemerintahan daerah di DIY merupakan keberlanjutan

pemerintahan rmgai Kasultanan dan Kadipaten dan

mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dime

kesinambungan dan perubahan (continuitg and changel

secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya se

diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Dasar N

Repulbik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa

Istimewa Yograkarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yoryakarta yang

untuk mencapai efektivitas dan efisiensi

pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan

responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan istimewa.

Bentuk dan susunan pemerintahan istimewa terdapat nilai

dalam proses panjang pembentukan suatu pemerintahan yang

dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas

kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan



dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai s

kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan

serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan

tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan

feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga,

mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidu

sosial dan politik di Yograkarta dalam konteks kekinian dan

depan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2OL2 tentang Keistimewaan

dalam konsideran menimbang huruf b menyebutkan

Kasultanan Ngayograkarta Hadiningrat dan Kadipaten

telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebel

lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustu

1945. Wilayah, pemerintahan, dan penduduk merupakan u

terbentuknya negara sehingga Negara Kesatuan Republik

mengakui DfY sebelumnya merupakan suatu negara yang memp

pemerintahan sendiri. Eksistensi Kabupaten/Kota dan Kalurahan

lepas dari eksistensi pemerintahan nagari Kasultanan N

dan Kadipaten Pakualaman. Kabupaten/Kota dan

merupakan bagian dari struktur dan organisasi Kasultanan

Kadipaten. Kedudukan Kalurahan sebagai jenjang pemerintahan

bawah dalam pemerintahan Kasultanan / Kadipaten.

Penyelarasan kelembagaan Kabupaten/Kota dan Kalurahan un
mewujudkan visi dan misi pembangunan Dry dan

urusan keistimewaan. Penyelenggaraan urusan keistimewaan

dengan adanya penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Kalurahan. Penugasan urusan pemerintahan kepada Pemerin

Kabupaten/Kota dan Desa dapat dicari rujukannya dalam U
undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Pemerintah Daerah Dry mempunyai urusan keistimewaan da

menugaskan sebagian urusan keitimewaan kepada Pemerin

Kabupaten/Kota dan Kalurahan sehingga perangkat

kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan

menjadi kewenangannya juga melaksanakan penugasan

ditugaskan Pemerintah Daerah DIY.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR ,


